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PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURANINH#UWKARANGANYAR T
~ NOMOR 73 TAHUN 2017 |
el - ‘ TENTANG o ' '
j[,;»;,ﬁﬁﬁ. PERUBAHANATASPERATURANEHH%TIKARANGANYAR
R NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN Loy
KEGIATAN /PEKERJAAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAI—I o
R - TAHUNANGGARANQOY? | A

BUPATI KARANGANYAR T

~ Menimbang : a. bahwa dalarn upaya menlngkatkan ketertlban dan’_j‘i[jfj e
. kelancaran pelaksanaan - - kegiatan/pekerjaan - di -
~ Kabupaten Karanganyar maka - Peraturan Bupat1 I
. Karanganyar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pedoman =~ - .
“Pelaksanaan  Kegiatan/Pekerjaan - Bagi | Orgamsa31
- Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu diubah; - -
b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagalmanaj-;*,L,;'
- dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan = - -
 Bupati - tentang Perubahan  atas Peraturan Bupati
- Karanganyar Nornor 91 Tahun- 2016 tentang Pedoman =~
~ Pelaksanaan - Keglatan/PekerJaan bagi  ‘Organisasi
: Perangkat Daérah Tahun3Anggaran 2017; o

. “Mengingat © : 1. Undang Undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang:_f*f“”"":." -
' . Pembentukan  Daerah-dacrah Kabupaten dalam’:‘
SRt : Lingkungan Prov1n31 Jawa Tengah v o e mLen
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang SR
: “ . Perimbangan - Keuangan antara ‘Pemerintah Pusat - dan il
- Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik = .
~ Indonesia. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
i Negara Republik Indonesia Nomor 4438); o
. 3,-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang;:f—f:v,‘
' ~ Pembentukan - Peraturan  Perundang-undangan
ST o '(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011, =
.- ;... Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republlk:
.+ Indonesia Nomor 5234); . S
4. Undang-Undang Nomor =11 Tahun : 2014 tentang"’ i
 Keinsinyuran (Lembaran Negara Repubhk Indonesia: -
~ Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lernbaran Negara':-"f_?
- Republik Indonesia Nomor 5520); ' --
- 5. Undang-Undang . ‘Nomor 23 Tahun 2014 tentangl“ﬁ
.« . Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik .=~
" ,* " Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran -
. Negara Republik Indonesia ‘Nomor 5587), sebagaimana
- telah diubah beberapa. kali terakhir dengan Undang- = .
° . Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua =~
'Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

P



.

" Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk

- Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran'

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); v
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Indonesia Nornor 6018);

Peraturan ‘Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang‘ o

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik- =~ Indonesia

Nomor 39355) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun

© 2010 tentang Perubahan Kedua - atas Peraturan -

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara B
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); o

. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara =

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan - -
Lembaran Negara Republik - Indonesia Nornor 3956)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); _
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang .

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran = |

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk » Indonesia o

- Nomor 3957);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

12.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

. Peraturan*Pcrneﬁntah Nornor -18-Tahun - 2016 tentangﬂ-?-

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara ‘

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang -

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah

- Peraturan Presiden Nomor 5S4 Tahun 2010 tentang

13.

.. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang -

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642); o
Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



-5’*14 Peraturan - Menteri Pekerjaan Umum R
~ Nomor- 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tekms[; S
S VR Pembangunan Bangunan Gedung Negara, SR
. ¢ . 15,Peraturan Menteri Pekerjaan - Umum ‘Nomor 4
o o  Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberlan}j_»‘-b*,_,,‘j}v,;}v’_;j‘firjv:“‘

- S " Izin Usaha Jasa Konstruksi; - ' : SR
e - -16.Peraturan = Menteri Peker_]aan Umum e NomorA?»-,;_ij"v’;,
e T ,‘*7/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Standar Pedoman-: - -
v -~ . pPengadaan Jasa  Konstruksi = dan = Konsultansi =
. scbagaimana -telah dlubah “dengan Peraturan Menteri -
 Pekerjaan  Umum Nomor = 14 Tahun 2013 tentang o
_ ‘Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor - - e
- 7/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Standar Pedoman}"‘:{-
- Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultan51, o
17. Peraturan  Menteri Peker_]aan " Umum - Nomor 8'"
Tahun 2011 tentang Pembagian . Kla31ﬁkasx dan Sub
~ Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi; -~ L
18. Peraturan ~ Menteri ~Dalam ™ Negen Nomor -" 19-_;1
- Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mlhkf- o
- Daerah;. e
19.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang -Pembentukan dan ,_Susunan;;»‘w&” e
o Perangkat ! Daerah (Lembaran ‘Daerah ~ Kabupaten . -
~ Karanganyar . Tahun 2016 Nomor 16, 'I‘ambahan s
~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67); v IR
~ 20.Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2016-
 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi —~ =
Orgamsas1 Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017
S (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016'],.,
.+ Nomor 91), L -

MEMUTUSKAN

. Menetapkan : YPERATURAN BUPATI | TENTANG PERUBAHAN  ATAS
. " PERATURAN BUPATI KARANGANYAR| NOMOR 91 TAHUN
- . " 2016 -  TENTANG . PEDOMAN  PELAKSANAAN
T e - KEGIATAN/PEKERJAAN - BAGL- ORGANISASI - PERANGKAT,_-;_'.:
~ DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. | o

: : Pasall ' : S

: _Beberapa ketentuan dalam  Peraturan Bupatl Karanganyarf S
- Nomor: 91 Tahun 2016 ‘tentang Pedoman -Pelaksanaan
. Kegiatan/ Pekerjaan bagi Organisasi Perangkat Daerah._,l?v:_
. Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten =~

* Karanganyar Tahun 2016 Nomor 91) diubah sebaga1 berikut: -
1. Ketentuan Lampiran Romawi I huruf B angka 2 huraf f -~
- angka 5) huruf ¢), huruf d), dan huruf e) dihapus, dan =~
- diantara huruf b) dan huruf ¢ disisipkan 1 (satu) huruf -
yakm huruf ba), sehmgga_ angka_: S) berbunyl_ sebagal'f, EE

berlkut

5) Dalam | rangka . pcrcepatan pelaksanaan pengadaanb‘:'f‘,‘_
' pekerjaan jasa - konstruksi, penyusunan dokumen - .
perencanaan pekerjaan _]asa kontruk31 dapat dllakukan AR



B e VI

- oleh Kepala Perangkat Daerah atau dllakukan oleh

2.

penyedia jasa perencana konstruksi dengan ketentuan:

a) Penyedia jasa perencana konstruksi dapat

perseorangan ahli maupun badan hukum yang
kompeten  dan memiliki  kualifikasi yang

dipersyaratkan atau dilakukan oleh perangkat

“daerah yang melaksanakan urusan. pekerjaan v
umum; : »

b) Keluaran akhir perencanaan konstruksi meliputi
dokumen perencanaan berupa : Gambar Rencana
Teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS),
RAB (Enginering Estimate) dan Daftar Volume
Pekerjan (BQ) yang disusun sesuai ketentuan;

ba) Perencanaan yang dibuat oleh Kepala Perangkat
Daerah disahkan oleh Kepala Dinas Peker_]aan .
Umum dan Penataan Ruang, B

c). Dihapus;
d) Dihapus; -
el Dihapus

Ketentuan Lampiran Romaw1 I huruf B angka 2 huruf J

angka 7) diubah, schmgga angka 7 berbunyl sebagai .

berikut:

"*7) Pekerjaaan konstruk31 | dengan ~ nilai

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah) ke atas dapat menggunakan jasa konsultan
pengawas. '

Ketentuan Lampiran Romawi I huruf C angka 5 huruf a
dan huruf ¢ angka 2) diubah, huruf b dan huruf ¢ -
angka 4) dlhapus, sehingga angka S berbunyi sebagai
berikut:

S. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran

a. PA menyusun dan menetapkan rencana

penganggaran pengadaan barang/jasa yang
terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya
- ~~—-perencanaan, .. biaya ._pendukung__ dan _biaya .
administrasi yang dlperlukan untuk pelaksanaan ‘
proses pengadaan sesuai dengan peraturan
v perundang—undangan
b. Dihapus.
c. Biaya administrasi terdm dari :
1) biaya pengumuman pengadaan;
- 2) honorarium pejabat pelaksana pengadaan
o misalnya: - PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat -
Pengadaan, @ pengawas " lapangan,
Panitia/ chabat Penerima Hasil Pekerjaan, ‘
3) Dbiaya survei lapangan/ pasar, :
4) Dihapus;

PR

5) biaya penggandaan Dokumen Pengadaan j

Barang/Jasa;

6) Biaya ATK, makan minum rapat; dan

7) biaya . lainnya . yang diperlukan - untuk

’ mendukung .~ pelaksanaan  pengadaan
barang/jasa, antara lain : biaya pendapat
ahli hukum kontrak, dan biaya uji coba. fu ‘

/



v Dlundangkan di Kexan

» - pada tanggal
ANE ’ SEKRETARIS v

d Blaya admlmstra31 untuk kegiatan/pekerjaan
yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran
yang akan datang namun proses pengadaannya
dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan
harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

e. Prosentase biaya administrasi sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ dan d di atas ditetapkan -
sebagai berikut : : . .
1) Plafond  anggaran sampai dengan

- Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- maksimal 6% (enam perseratus); . :
2) Plafond anggaran diatas Rp200.000. 000 00
(dua ratus juta rupiah) sampai dengan
'Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
maksimal 5% (lima perseratus); ‘
3) Plafond anggaran diatas Rp500.000.000,00
~(lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
‘ - maksimal 4% (empat perseratus); . ’
- 4)  Plafond anggaran diatas Rp700.000.000,00
(tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
maksimal 3% (tiga perseratus);
5) Plafond anggaran diatas Rp1.000.000.000, 00
.~ (satu milyar rupiah) maksimal 2% (dua
perseratus). : :

_ Pasal II
Peraturan Bupati ini = mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang me’ngétahumya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

~ Ditetapkan di. Kar ganyar
‘pada tanggal <

BUPATI ‘(ARANXNYAR 5

J ULIYA'I‘MON O

gan%/

RY H KABUPATEN KARANGANYAR

A DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR %‘3

Telah Dikoordinasikan
_, Pejabat Paraf
1. Asisten Pembangunan ,w
2. Kepala Bagian Administrasi /
b : Pembangunan Setda -




